
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab dan kewajiban sponsoring
state dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di area dasar laut
internasional (kawasan) berdasarkan advisory opinion dari seabed
disputes chamber tahun 2011 (ITLOS case No.17) = Judicial review of
responsibilities and obligations of sponsoring state in accordance with
activities of exploration and exploitation in international seabed area
(the area) pursuant to seabed disputes chamber's advisory opinion 2011
(ITLOS case No.17)
Stefan Bonardo Toweula, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422384&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b> ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini membahas hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban sponsoring state dalam

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di area dasar laut Internasional (Kawasan) yang dilakukan oleh subjek

hukum privat yang disponsori olehnya. Kawasan merupakan wilayah dasar laut yang terletak di luar

yurisdiksi negara manapun dan menyimpan kekayaan sumber daya mineral yang begitu besar.

 

International Seabed Authority melaui Bab XI dari UNCLOS 1982 merupakan lembaga yang diberikan

kewenangan untuk mengatur segala macam kegiatan eskplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang

dilaksanakan di Kawasan. Salah satu fungsi dari International Seabed Authority adalah mempromosikan

partisipasi efektif dari negara-negara berkembang untuk melakukan kegiatan di Kawasan. Akan tetapi

sampai saat ini tidak banyak negara berkembang yang terlibat secara efektif dalam kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi di Kawasan. Minimnya partisipasi negara berkembang ini lebih disebabkan kepada kurang

jelasnya tanggung jawab dan kewajiban negara-negara yang terlibat secara efektif dalam kegiatan di

Kawasan. Kekurangjelasan ini menyebabkan banyak negara-negara berkembang tidak mampu untuk

menakar apakah dirinya sanggup untuk terlibat dalam kegiatan di Kawasan.

 

Dalam pembahasan demi pembahasan di skripsi ini, akan dijelaskan mengenai apa yang menjadi tanggung

jawab dan kewajiban dari negara-negara terkhusus sponsoring state dalam melakukan kegiatan di Kawasan

berdasarkan Advisory Opinion dari Seabed Disputes Chamber tahun 2011. Secara ringkas, kejelasan

mengenai tanggung jawab dan kewajiban negara dalam kegiatan di Kawasan membuat partisipasi negara-

negara berkembang mulai bermunculan.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

This undergraduate thesis discusses the responsibilities and obligations of Sponsoring State in accordance

with activities of exploration and exploitation in International Seabed Area (The Area) carried by the private

subject which is sponsored by such state. The Area is area of seabed that lies outside the jurisdiction of any

state which holds extremely huge amount of mineral resources.

 

International Seabed Authority through Part XI of UNCLOS 1982 is an institution authorized to organize all

sorts of activities to explore and exploit the mineral resources in the Area undertaken. One of the functions
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of the International Seabed Authority is to promote the effective participation of developing countries to

carry out activities in the Area. But until 2011, not many developing countries engage effectively in the

activities of exploration and exploitation in the Area. The lack of participation of developing countries is due

to the lack of clear responsibilities and obligations of the states that effectively engage in activities in the

Area. This lack of clarity led to many developing countries not to be able to measure whether they are have

the capability to engage in activities in the Area.

 

In the analysis in this paper, will be explained about what the responsibilities and obligations of states

especially those sponsoring state in conducting activities in the area by the Advisory Opinion of the Seabed

Disputes Chamber in 2011. In summary, the clarity regarding the responsibilities and obligations of the state

in accordance with activities in The Area make the effective participation of developing countries began to

appear.</i>


